SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mengukur beban kerja dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi serta menentukan tingkatan organisasi
pada unit pelaksana teknis yang objektif dan terukur,
perlu menyusun kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis
di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa;

bahwa penyusunan kriteria klasifikasi unit pelaksana
teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa telah mendapatkan persetujuan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan
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Menetapkan
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Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 198);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan
Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang
selanjutnya disebut Badan adalah unit organisasi yang
mempunyai tugas pengembangan, pembinaan, dan
pelindungan di bidang bahasa dan sastra.

4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah  organisasi yang Dbersifat mandiri yang
melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.

5. Klasifikasi UPT adalah pengelompokan organisasi UPT
yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan
perbedaan tingkatan organisasi.

Pasal 2

(1) Klasifikasi UPT ditetapkan berdasarkan  kriteria
klasifikasi.

(2) Kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan ukuran yang menjadi dasar penentuan
nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja
UPT di lingkungan Badan.

(3) Kriteria Klasifikasi UPT terdiri atas:

a. variabel utama; dan
b. variabel pendukung.

Pasal 3
(1) Variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf a terdiri atas:
a. jumlah bahasa/dialek/subdialek yang terpetakan;
b. jumlah judul sastra yang terpetakan,;
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jumlah kosakata yang terinventarisasi;
jumlah judul karya sastra yang terinventarisasi dan
terkodifikasi;
jumlah bahasa daerah yang terkonservasi;
jumlah sastra daerah yang terkonservasi;
jumlah revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
jumlah pemasyarakatan bahasa Indonesia;
jumlah layanan fasilitasi pelindungan bahasa dan
sastra daerah;
j-  jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan bahasa
dan sastra;
k. jumlah hasil layanan penerjemahan;
jumlah layanan bahasa Indonesia untuk penutur
asing;
m. jumlah kemitraan; dan
n. sumber daya manusia teknis.
Jumlah bahasa/dialek/subdialek yang terpetakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
jumlah data kebahasaan yang dapat menunjukkan status
bahasa, dialek, dan subdialek yang dihasilkan dari hasil
pemetaan bahasa dan sensus bahasa.
Jumlah judul sastra yang terpetakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah judul
karya sastra dari setiap jenis sastra berdasarkan hasil
pemetaan sastra dan sensus sastra.
Jumlah kosakata yang terinventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan jumlah kata/
atau gabungan kata dari bahasa daerah dalam bentuk
kamus, tesaurus, senarai, ensiklopedia, dan/atau yang
diusulkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jumlah judul karya sastra yang terinventarisasi dan
terkodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan  jumlah  judul karya sastra yang
terinventarisasi dan terkodifikasi dari tiap jenis sastra.
Jumlah bahasa daerah yang terkonservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah sistem
tata bahasa yang terdokumentasikan dari setiap
bahasa/dialek/subdialek, dalam bentuk tertulis dan/atau
audiovisual.
Jumlah sastra daerah yang terkonservasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah judul
karya sastra daerah yang terdokumentasi dari tiap jenis
sastra dalam bentuk tertulis dan/atau audiovisual.
Jumlah revitalisasi bahasa dan sastra daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan
jumlah kegiatan revitalisasi bahasa/dialek/subdialek
dan sastra daerah untuk meningkatkan daya hidup
melalui proses pewarisan dan pembelajaran.
Jumlah pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah
kegiatan pemasyarakatan berbahasa dan bersastra
kepada lembaga  pemerintah/nonpemerintah  dan
masyarakat.
Jumlah layanan fasilitasi pelindungan bahasa dan sastra
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
merupakan jumlah layanan fasilitasi pelindungan yang
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diberikan kepada lembaga pemerintah/nonpemerintah
dalam bidang bahasa dan sastra daerah.

Jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan bahasa dan
sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
merupakan jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan
yang diberikan kepada lembaga pemerintah dan
nonpemerintah dalam bidang bahasa dan sastra, baik
bahasa dan sastra daerah maupun bahasa dan sastra
Indonesia.

Jumlah hasil layanan penerjemahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan jumlah
keluaran yang dihasilkan dari penyediaan dan pemberian
layanan penerjemahan yang dimaksudkan sebagai bahan
peningkatan kompetensi literasi, pendukung diplomasi
bahasa Indonesia, dan pelindungan bahasa daerah.
Jumlah layanan bahasa indonesia untuk penutur asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 merupakan
jumlah layanan teknis yang diberikan secara tuntas
kepada penutur asing atau lembaga yang terfasilitasi
dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

Jumlah kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m merupakan jumlah pelaksanaan kemitraan
dalam Dbidang kebahasaan dan kesastraan yang
dilaksanakan oleh UPT atas prakarsanya atau
berdasarkan penugasan organisasi induknya.

Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf n merupakan jumlah sumber daya
manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis
dalam bidang kebahasaan dan kesastraan pada UPT.

Pasal 4
Variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
a. anggaran;
b. sumber daya manusia administrasi;
c. lahan; dan
d. bangunan.
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam
satu tahun anggaran.
Sumber daya manusia administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya
manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi
administrasi untuk mendukung pelaksanaan pelindungan
dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan seluruh tanah yang dikuasai pemerintah
pusat atas nama Kementerian yang digunakan untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan
dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan seluruh bangunan yang dikuasai pemerintah
pusat atas nama Kementerian yang digunakan untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan
dan pemasyarakatan bahasa dan sastra.

jdih.kemdikbud.go.id



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

Pasal 5
Penilaian kriteria Klasifikasi UPT dilakukan terhadap
capaian variabel utama dan variabel pendukung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun.
Capaian variabel utama dan variabel pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke
dalam data interval.
Data interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikonversi ke dalam nilai standar mulai dari nilai terendah
1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 6 (enam).
Perincian data interval dan nilai standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 6
Penilaian Klasifikasi UPT diperoleh melalui penjumlahan
nilai variabel utama dan variabel pendukung.
Nilai variabel utama dan variabel pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian nilai
standar variabel utama dan variabel pendukung dengan
bobot kriteria klasifikasi dibagi jumlah kelas interval.
Jumlah kelas interval sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diperoleh dengan menggunakan aturan sturgess.

Pasal 7

Bobot kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2) terdiri atas:

a.

b.

(1)

variabel utama sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
dan
variabel pendukung sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 8

Bobot variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) terdiri atas:

a. jumlah bahasa/dialek/subdialek yang terpetakan
dengan bobot sebesar 6% (enam persen);

b. jumlah judul sastra yang terpetakan dengan bobot
sebesar 6% (enam persen);

c. jumlah kosakata yang terinventarisasi dengan bobot
sebesar 7% (tujuh persen);

d. jumlah judul karya sastra yang terinventarisasi dan
terkodifikasi dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen);

e. jumlah bahasa daerah yang terkonservasi dengan
bobot sebesar 6% (enam persen);

f.  jumlah sastra daerah yang terkonservasi dengan
bobot sebesar 6% (enam persen);

g. jumlah revitalisasi bahasa dan sastra daerah dengan
bobot sebesar 7% (tujuh persen);

h. jumlah pemasyarakatan bahasa indonesia dengan
bobot sebesar 7% (tujuh persen);

i.  jumlah layanan fasilitasi pelindungan bahasa dan
sastra daerah dengan bobot sebesar 7% (tujuh
persen);
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j-  jumlah layanan fasilitasi pemasyarakatan bahasa

dan sastra daerah dengan bobot sebesar 6% (tujuh
persen);

k. jumlah hasil layanan penerjemahan dengan bobot
sebesar 6% (enam persen);

l.  jumlah layanan bahasa indonesia untuk penutur
asing dengan bobot sebesar 5% (lima persen);

m. jumlah kemitraan dengan bobot sebesar 5% (lima
persen); dan

n. sumber daya manusia teknis dengan bobot sebesar
4% (empat persen).

Bobot variabel pendukung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a. anggaran dengan bobot sebesar 4% (empat persen);

b. sumber daya manusia administrasi dengan bobot
sebesar 4% (empat persen);

c. lahan dengan bobot sebesar 3,5% (tiga koma lima
persen); dan

d. bangunan dengan bobot sebesar 3,5% (tiga koma lima
persen).

Pasal 9

Tata cara penilaian kriteria Klasifikasi UPT tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 10

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1), UPT diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Balai Bahasa; dan

b. Kantor Bahasa.

Penilaian untuk setiap klasifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Balai Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mempunyai jumlah nilai > 0,562 (lebih dari
atau sama dengan nol koma lima enam dua); dan

b. Kantor Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mempunyai jumlah nilai < 0,562 (kurang dari
nol koma lima enam dua).

Pasal 11

Penetapan kriteria Klasifikasi UPT didasarkan pada
penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
Penetapan kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri setelah terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.

Pasal 12
Evaluasi terhadap kriteria Klasifikasi UPT dilakukan
setiap 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan
tugas dan fungsi UPT.
Evaluasi terhadap kriteria Klasifikasi UPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
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(3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria Klasifikasi UPT
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), wusulan perubahan kriteria klasifikasi
disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara untuk dilakukan penataan.

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024
MENTERI  PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 612
Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001
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SALINAN
LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI

LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN BAHASA

PENGEMBANGAN DAN

PERINCIAN DATA INTERVAL DAN NILAI STANDAR

A. VARIABEL UTAMA

1.  Jumlah Bahasa/Dialek/Subdialek yang Terpetakan

Interval

Nilai Standar

<14

15—18

19 — 22

23 —26

27-=30

> 31

QN N[RWIN|—

2. Jumlah Judul Sastra yang Terpetakan

Interval

Nilai Standar

<459

460 — 565

566 — 671

672 =777

778 — 883

> 884

QN N|RWIN|—

3. Jumlah Kosakata yang Terinventarisasi

Interval

Nilai Standar

<1905

4.

1906 — 2353

2354 — 2801

2802 — 3249

3250 — 3697

> 3698

QNN WIN|—

Jumlah Judul Karya Sastra yang Terinventarisasi dan Terkodifikasi

Interval Nilai Standar
<214 1
215 —268 2
269 — 322 3
323 — 376 4
377 — 430 S
> 431 6
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Jumlah Bahasa Daerah yang Terkonservasi

Interval

Nilai Standar

<6

7—9

10—12

13—15

16 — 18

> 19

QNN WIN|—

Jumlah Sastra Daerah yang Terkonservasi

Interval Nilai Standar
<50 1
51—-71 2
72 — 92 3
93 —113 4
114 — 134 S
> 135 6

Jumlah Revitalisasi Bahasa dan Sa

stra Daerah

Interval Nilai Standar
<18 1
19 — 26 2
27 — 34 3
35—42 4
43 — 50 S
> 51 6

Jumlah Pemasyarakatan Bahasa Indonesia

Interval Nilai Standar
<44 1

45 — 52 2

53 — 60 3

61 — 68 4

69 — 76 5
> 77 6

Jumlah Layanan Fasilitasi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Interval Nilai Standar
<3 1
4 2
5 3
6 4
7 5
>8 6

Jumlah Layanan Fasilitasi Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra

Interval Nilai Standar
<24 1

25 —31 2

32 — 38 3

39 — 45 4

46 — 52 S
> 53 6
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Jumlah Hasil Layanan Penerjemahan

Interval

Nilai Standar

<14

15—18

19 — 22

23 —26

27—=30

> 31

NP WIN|—

Jumlah Layanan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing

Interval

Nilai Standar

IA
w

N (o a b

>8

QNP WIN|—

Jumlah Kemitraan

Interval

Nilai Standar

< 58

59 — 64

65 —70

71—176

77 — 82

> 83

QNP |WIN|—

Sumber Daya Manusia Teknis

Interval

Nilai Standar

<7

8—11

12 —15

16 — 19

20—23

> 24

QNP WIN|+—

VARIABEL PENDUKUNG

1.

Anggaran

Interval

Nilai Standar

< 6,457,598,000

1

6,457,598,001 — 8,566,444,830 2
8,566,444,831 — 3
10,675,291,660

10,675,291,661 — 4
12,784,138,490

12,784,138,491 — 5
14,892,985,320

> 14,892,985,321 6
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2. Sumber Daya Manusia Administrasi

Interval Nilai Standar

<7

8—10

11—13

14—16

17—19

NP WIN|—

> 20

3. Lahan

Interval Nilai Standar

< 2,731

2,732 —4,798

4,799 — 6,865

6,866 — 8,932

8,933 — 10,999
> 11,000

QNU P |WIN| =

4. Bangunan

Interval Nilai Standar
<781
782 — 1,463
1,464 — 2,145
2,146 — 2,827
2,828 — 3,509
> 3,510

QNU|P|WIN| -

MENTERI  PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001
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SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI
LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA

TATA CARA PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Penilaian klasifikasi UPT dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1.

Penyiapan Administrasi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membentuk Tim Penilai
dengan surat keputusan. Selanjutnya dilakukan penyiapan administrasi
penilaian sampai ditetapkannya surat Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa kepada Kepala UPT dan disertai dengan formulir
penilaian UPT di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa (Tabel.1).

Formulir penilaian UPT adalah formulir yang digunakan untuk
mengumpulkan data kriteria Klasifikasi UPT selama 1 (satu) tahun yang
harus diisi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di UPT.

2. Pengumpulan Data
a. Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen
Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen
merupakan proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan
pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
b. Wawancara dan peninjauan lokasi
Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk
memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang
dinilai.
3. Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan proses penghitungan nilai kriteria klasifikasi
berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang
berpengaruh terhadap beban kerja selama 1 (satu) tahun. Nilai kriteria
klasifikasi tersebut digunakan sebagai representasi gambaran kinerja UPT
serta menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kriteria Klasifikasi
UPT.
4. Pemaparan Hasil Pelaksanaan Penilaian
Pemaparan hasil pelaksanaan penilaian merupakan penyampaian hasil
pengumpulan dan pengolahan data.
5. Penyampaian Hasil Penilaian
Penyampaian hasil penilaian sebagai dasar penyampaian usulan penataan
UPT.
Tabel 1.
Formulir Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Tahun .......
No Variabel Kriteria Satuan Data Keterangan
Klasifikasi UPT
(1) (2) (3) (4) (9
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Keterangan Tabel:

Kolom (1) : diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian kriteria klasifikasi
atau sejumlah variabel yang ada

Kolom (2) : diisi variabel yang merupakan penilaian kriteria klasifikasi

Kolom (3) : diisijenis satuan dari masing-masing variabel

Kolom (4) : diisi data berupa angka sesuai besaran nilai variabel yang
diperoleh dari kegiatan pengumpulan data

Kolom (5) : diisi dengan penjelasan atau informasi terkait data variabel

Perhitungan Nilai dan total Nilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Nilai = Nilai Standar X Bobot Variabel

Jumlah Kelas Interval

Penghitungan kelas interval menggunakan aturan sturgess dengan rumus
sebagai berikut:
K=1+3,3logn

K = jumlah kelas interval
n = populasi UPT

Setelah setiap Nilai variabel diperoleh, dilakukan penjumlahan Nilai untuk
memperoleh total Nilai dengan menggunakan rumus:

Total Nilai = nl+n2+n3+n4+n5+ .......... +nX

Keterangan: n adalah Nilai tiap variabel

Sesuai dengan total Nilai di atas, UPT dapat diklasifikasikan berdasarkan
ketentuan di bawah ini:

1. Total Nilai = 0,562 = Balai Bahasa
2. Total Nilai < 0,562 Kantor Bahasa
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